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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Ketidaknetralan kepala desa masih terjadi meskipun telah di terbitkan 

Undang-Undang Nomorr 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa, hal ini di 

sebabkan oleh masih lemahnya pengawasan yang di lakukan oleh panwaslu 

khususnya panwascam dan PPL terhadap keterlibatan kepala desa.Keterlibatan 

birokrasi pemerintahan khususnya kepala desa dalam keikutsertaan dalam 

Pemilihan Umum. Dengan adanya keberpihakan suatu oknum pemerintahan dalam 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan suatu bentuk dari 

ketidakadilan dalam Pemilu, dimana masih adanya para oknum pemerintahan di 

kabupaten Bone Bolangoyang menggunakan kekuasaannya sebagai roda penggerak 

dalam menyukseskan suatu kelompok dalam kancah perpolitikan. 

5.2 Saran 

Untuk mencegah keterlibatan kepala desa dalam proses pemilukada di 

kabupaten Bone Bolango panitia pengawasan pemilu perlu melakukan pengawasan 

yang lebih intens serta tepat sasaran. Bentuk pengawasan yang ideal untuk 

mencegah keterlibatan kepala desa dalam proses pemilukada yaitu dengan 

memberikan kewenangan langsung kepada BAWASLU RI untuk memberikan 

sanksi kepada kepala desa yang terlibat dalam proses pemilukada. 
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